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PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia hingga saat ini belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan
Protokol New York 1967. Alasan Indonesia memilih untuk tidak mengikatkan diri
terhadap Konvensi(melalui tindakan aksesi) karena tindakan aksesi yang
dilakukan oleh Indonesia ternyata akan memberikan lebih banyak memberikan
kerugian daripada keuntungan bagi negara Indonesia. Berbondong-bondongnya
gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia-mengingat posisi Indonesia yang
secara geografis sangat strategis- menjadi satu kerugian besar yang harus
dihindari. Bila Indonesia mengaksesi Konvensi dan Protokol, maka besar
kemungkinan Indonesia akan dianggap sebagai salah satu negara tujuan
pengungsi, yang akan membebani dan menimbulkan kerugian besar bagi

Indonesia.

Apabila Indonesia menjadi negara tujuan pengungsi, akan menimbulkan
kerugian di bidang ekonomi dan keamanan. Dari efek ekonomi, kedatangan
pengungsi berimbas kepada peningkatan beban anggaran Indonesia. Sedangkan
dari segi keamanan, kedatangan pengungsi dianggap sebagai ancaman
potensial keamanan bagi Indonesia, berpotensi mengganggu ketertiban dan
keamanan daerah maupun nasional. Negara akan memikirkan terlebih dahulu

keadaan dalam negerinya sebelum menerima warga asing yang menetap di
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Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menjaga kestabilan dan kesejahteraan
kehidupan masyarakatnya terlebih dahulu, sebelum membagi perhatian kepada

pengurusan dan perlindungan pengungsi.

Sejak permasalahan Pengungsi Vietnam, Indonesia selalu pro aktif untuk
turut serta dalam menangani permasalahan pengungsi. Meski tidak menjadi
negara pihak, Indonesia sudah berbuat banyak, bahkan lebih daripada negara
pihak. Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang
mengatur perihal prinsip-prinsip perlindungan hukum dan jaminan HAM.
Peraturan perundangan ini dapat dikenakan ketika Indonesia menghadapi isu
pengungsi dan/atau pencari suaka. Walaupun perundangan tersebut dianggap
kurang memadai oleh banyak kalangan, namun bagi Indonesia undang-undang
yang ada masih relevan ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya
gelombang pengungsi dan pencari suaka dari negara-negara yang sedang

berkonflik.

Aksesi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967
akan menimbulkan konsekuensi lainnya. Dikhawatirkan dengan tindakan negara
mengaksesi, akan mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan hukum HAM
secara umum dalam sistem hukum nasional. Selain itu sudah ada Rancangan
Perpres tentang Pencari Suaka dan Migran llegal, yang diprakarsai
perancangannya oleh Kementerian Luar Negeri, berdasarkan masukan dan mandat
inter-kementerian. Rancangan Perpres disusun atas dasar kebutuhan akan adanya
peraturan pedoman bagi setiap aparat/lembaga/kementrian terkait dalam hal

penanganan Pengungsi/Pencari Suaka dan Migran llegal. Perpres tersebut
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dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan Indonesia mengenai peraturan
hukum spesifik tentang pengungsi, mengingat Indonesia tidak berwenang

melakukan proses penetapan pengungsi.

B. Saran

Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol
New York tahun 1967. Tinjauan dan komparasi hukum antara hukum positif
Indonesia dengan Konvensi dan Protokol menunjukkan bahwa hukum Indonesia
masih relevan dan bisa fleksibel digunakan dalam penanganan masalah
pengungsi. Tinjauan politis juga menunjukkan bahwa Indonesia lebih baik tidak
mengaksesi, jika menilik konsekuensi dan beban yang akan ditanggung nanti.
Petugas lapangan yang menangani pengungsi (Inter-kementerian) lebih
membutuhkan peraturan pelaksana yang bisa jadi pedoman dan aturan baku.
Aturan Protap penanganan pengungsi di lapangan jauh lebih urgent dibandingkan
dengan aksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

Rancangan Perpres sejatinya merupakan jawaban atas keresahan para
stake-holder yang menangani pengungsi di Indonesia. Perpres mengandung 3 hal
yaitu panduan normatif, mengusung prinsip-prinsip internasional seperti Non-
refoulment, non-diskriminasi,dsb; panduan koordinatif, agar menjadi pedoman
bagi para aparat di lapangan dalam berkoordinasi dan mengambil tindakan;
panduan operatif, berfungsi sebagai panduan teknis operatif penanganan pencari

suaka dan migran ilegal.
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